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P.1. KELEMBAGAAN PERUMAHAN DI PROVINSI 

Instansi yang menangani perumahan dan permukiman di Provinsi, dilengkapi dengan 
bagan struktur organisasi. 

No. Keterangan 
1. Nama Instansi/Dinas : ……………………………………… 
2. Nama Sub/Bagian/Divisi : ……………………………………… 

3. Alamat Kantor : ……………………………………… 

4. Alamat E-mail : ……………………………………… 

5. Alamat website/situs : ……………………………………… 

6. No. Telepon : ……………………………………… 

7. No. Fax : ……………………………………… 
 
 
 

P.2. PENDANAAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DI PROVINSI 

1. Alokasi APBD Provinsi Tahun Anggaran 2005 - 2010 

Uraian 
Tahun Anggaran 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Total APBD       

Alokasi Pembangunan Perkim*)       

% Alokasi Pemb. Perkim terhadap Total APBD       

*)  Alokasi yang terkait dengan pembangunan rumah (tidak bersusun maupun bersusun) dan 
perumahan dengan PSU  
ü Prasarana: jalan, drainase, sanitasi, air bersih, dan persampahan 
ü Sarana: 
§ Sarana Perdagangan: pasar, pertokoan, swalayan, dll 
§ Sarana Pendidikan: TK, SD, SLTP, SLTA 
§ Sarana Peribadatan: Mushala, Masjid, Gereja, Vihara, Pura, dll 
§ Sarana Kesehatan: Puskesmas, Posyandu, Apotik, Dokter, Rumah Sakit, dll 
§ Sarana Umum Pemerintahan: Pos Jaga, Ruang Serba Guna, Pemadam Kebakaran, 

Parkir, RTH, Rekreasi, Olah Raga 
ü Utilitas: listrik, telekomunikasi, gas 

 

2. Jenis Kegiatan dan Alokasi APBD Provinsi per Jenis Kegiatan Pembangunan Perkim 

No. Jenis 
Kegiatan 

 T.A. 2005 T.A. 2006 T.A. 2007 T.A. 2008 T.A. 2009 T.A. 2010 

Volume Biaya  Volume Biaya  Volume Biaya  Volume Biaya  Volume Biaya  Volume Biaya 
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. 

(1) (2) (3a) (3b) (4a) (4b) (5a) (5b) (6a) (6b) (7a) (7b) (8a) (8b) 

1.  ……             
2.  ……             
dst. ……             

Jumlah             
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P.3. KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DI PROVINSI 

1. Apakah Pemerintah Provinsi mempunyai RUTR (Rencana Umum Tata Ruang)/ RTRW (Rencana 
Tata Ruang dan Wilayah)? 
 a. Ada  d. Tidak ada 

  

 b. Dalam penyusunan  e. Lainnya (tuliskan) : … 
  

 c. Tidak tahu   
 

2. Jika mempunyai RUTR/RTRW, apakah pelaksanaannya didukung oleh adanya Properda 
(Program Peraturan Daerah)/ Poldas (Pola Dasar)? 
 a. Benar  c. Tidak tahu 

  

 b. Properda dan Poldas sedang dalam   d. Tidak ada 
    penyusunan 

 

  e. Lainnya (tuliskan) : … 
 

3. Apakah Pemerintah Provinsi mempunyai RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah) 2010-2014 pembangunan perumahan dan permukiman? (Jika ada, maka RPJMD 
2010-2014 dilampirkan dalam bentuk hardcopy/softcopy khusus bagian yang terkait 
perumahan saja) 
 a. Ada  d. Tidak ada 

  

 b. Dalam penyusunan  e. Lainnya (tuliskan) : … 
  

 c. Tidak tahu   
 

4. Jika mempunyai RPJMD 2010-2014 pembangunan perumahan dan permukiman, apakah 
sudah didukung dengan adanya RP4D (Rencana Pengembangan Pembangunan Perumahan 
dan Permukiman di Daerah)? 
 a. Sudah  d. Tidak ada 

  

 b. Sedang dalam penyusunan  e. Lainnya (tuliskan) : … 
  

 c. Tidak tahu   
 

5. Jika sudah didukung dengan RP4D, apakah RP4D tersebut telah mengakomodasi berbagai 
kepentingan baik pemerintah, swasta, dan masyarakat (stakeholders) pada sektor 
permukiman? 
 a. Sudah  c. Tidak tahu 

  

 b. Belum  d. Lainnya (tuliskan) : … 
 

6. Pada penyediaan perumahan dan permukiman di Provinsi, apakah ada permasalahan yang 
timbul? 
 a. Ada  c. Tidak tahu 

  

 b. Tidak ada  d. Lainnya (tuliskan) : … 
 

7. Jika ada, apa permasalahan tersebut? 
 a. Sulitnya penyediaan lahan bagi kawasan perumahan 

 

 b. Kurangnya kordinasi antara kelembagaan yang terkait 
 

 c. Belum adanya perangkat hukum yang mengatur pelaksanaan pembangunan perumahan bagi 
    para stakeholders 

 

 d. Semua jawaban benar 
  

 e. Lainnya (tuliskan) : … 
 

8. Dalam pelaksanaan kebijakan pengembangan kawasan perumahan dan permukiman apakah 
Provinsi sudah pernah mendapatkan pendalaman/ sosialisasi dari Deputi Bidang 
Pengembangan Kawasan? 
 a. Sudah  c. Tidak tahu 

  

 b. Belum  d. Lainnya (tuliskan) : … 
 
 
 
 


